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PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KARAWANG  

NOMOR : 28 TAHUN 2014  

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 25 TAHUN 

2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN 

KARAWANG TAHUN 2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KARAWANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak 
sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 dan dalam 
rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, maka Peraturan Bupati 
Karawang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 
2014, perlu ditinjau kembali;   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Karawang tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Karawang Nomor 25 Tahun 2013 tentang 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten 
Karawang Tahun 2014. 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
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Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Perundang-undangan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia  Tahun  2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor  40  Tahun  2006  tentang  
Tata  Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4664);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4816);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 

19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014; 

20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan 
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Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

23. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Jawa Barat; 

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;  

26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2010 -
2015. 

27. Peraturan Bupati Karawang Nomor 25 Tahun 2013 
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 
2014. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 25 TAHUN 

2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH TAHUN 2014. 

 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 25 Tahun 
2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita 
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 25), diubah sebagai              
berikut : 

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 
2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :     

Pasal 2A 

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten 
Karawang Tahun 2014 disusun dengan Sistematika sebagai berikut : 

BAB  I    PENDAHULUAN 

BAB II  EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN KARAWANG 
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM 
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN KARAWANG 

BAB IV   PENUTUP 

 

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 
3A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3A 

 Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
(RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Karawang. 

 

Ditetapkan di Karawang 
pada tanggal  10 Juni 2014

                         
 

BUPATI KARAWANG, 
 

 

ttd 

 
ADE  SWARA 

 
Diundangkan di Karawang 
pada tanggal   10 Juni 2014                           

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
KARAWANG, 

 
 
 

ttd 
 

TEDDY RUSFENDI SUTISNA 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG  

TAHUN :       2014     NOMOR :     28     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


